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RINGKASAN

AKHMAD SOLIHIN. Pengembangan Standar Pelabuhan Pelaksana Port State
Measures Agreement 2009 di Indonesia. Dibimbing oleh DARMAWAN,
MUHAMMAD FEDI ALFIADI SONDITA, ARI PURBAYANTO.

lllegal, unreported and unregulated (IUU) Fishing tidak hanya mengancam
pengelolaan perikanan yang berujung pada kelangkaan ikan, akan tetapi juga
perekonomian suatu negara pantai. Salah satu instrumen hukum internasional yang
bersifat mengikat untuk mengatasi permasalahan /UU Fishing adalah Agreement
on Port State Measures to Prevent, Deter and Eliminate Illegal, Unreported and
Unregulated Fishing (PSMA 2009). Pemerintah Indonesia meratifikasi PSMA 2009
dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 43 Tahun 2016. Negara peratifikasi
diamanatkan oleh PSMA 2009 untuk menetapkan pelabuhan pelaksana, namun
tidak disertai dengan standar pelabuhan yang ditetapkan tersebut. Ketiadaan standar
pelabuhan akan berdampak pada efektivitas pelayanan dalam pencegahan,
penghalangan, dan pemberantasan /UU Fishing. Oleh sebab itu, diperlukan standar
agar tujuan utama PSMA 2009 berjalan optimal, utamanya di Indonesia sebagai
negara kepulauan dengan keragaman kelas pelabuhan perikanan dan perbedaan
fungsi pelabuhan umum dan pelabuhan perikanan.

Tujuan penelitian ini adalah: (1) membangun standar layanan pelabuhan
pelaksana PSMA 2009; (2) mengevaluasi kesiapan pelabuhan pelaksana PSMA
2009 dalam pencegahan [UU Fishing; dan (3) menyusun strategi dan rekomendasi
operasionalisasi pelabuhan pelaksana PSMA 2009. Metode analisis yang digunakan
untuk tujuan 1 adalah content analysis dengan metode perbandingan. Metode
analisis yang digunakan untuk tujuan 2 adalah gap analysis, dan metode analisis
yang digunakan untuk tujuan 3 adalah logical model.

Hasil analisis mengungkapkan bahwa standar yang harus dipenuhi oleh
pelabuhan pelaksana PSMA 2009, yaitu (1) pelayanan permohonan, meliputi
petugas pelayanan dalam menerima surat permohonan dan petugas analisis risiko;
dan (2) pelayanan pemeriksaan, meliputi: petugas terlatih, petugas yang berwenang,
petugas yang berbahasa Inggris, mekanisme koordinasi antar instansi, dan identiitas
petugas.

Dalam evaluasi pelaksanaan PSMA 2009, diperoleh informasi bahwa PSM
belum dilaksanakan oleh pelabuhan-pelabuhan perikanan meski memiliki regulasi
yang terstruktur mulai dari permohonan awal untuk masuk pelabuhan hingga
pemeriksaan serta mekanisme pelaporannya. Pelaksanaan PSMA 2009 terdapat di
Pelabuhan Umum Benoa yang yang dilakukan secara bersamaan antara rezim
hukum Port State Control (PSC) dengan rezim hukum Port State Measures (PSM).
Artinya terjadi dualisme rezim port state jurisdiction antara PSC dan PSM di
Pelabuhan Umum Benoa. Sementara terkait dengan kesiapan pelayanan pelabuhan
pelaksana PSMA 2009, hanya Pelabuhan Umum Benoa yang didukung oleh Tim
Inspeksi PSM dari Pelabuhan Perikanan Nusantara Pengambengan, Pangkalan
Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Benoa, dan Badan Karantina
Ikan dan Pengendalian Mutu Benoa yang siap untuk melaksanakan pelayanan
PSMA 2009, sedangkan pelabuhan perikanan perikanan di PPS Nizam Zachman,
Bitung dan Bungus belum siap melaksanakan PSMA 2009.



Rekomendasi yang dtawarkan untuk perbaikan pelayanan PSMA 2009 yaitu:
(1) jangka pendek, meliputi pembentukan forum koordinasi pemeriksa kapal ikan
asing, dan (2) harmonisasi PSC dan PSMA dalam pemeriksaan kapal ikan asing, di
mana pemeriksaan kapal ikan asing di pelabuhan umum diberlakukan rezim PSC
bersama PSMA, namun untuk pelabuhan perikanan hanya diberlakukan rezim
PSMA; dan (2) jangka panjang, meliputi: (1) penyamaan metode pendidikan dan
pelatihan pemeriksa kapal ikan asing; (2) penyamaan pemberian legalitas petugas
pemeriksa kapal ikan asing; (4) penyamaan standar pemeriksaan; dan (5) pelatihan
bahasa Jepang untuk pemeriksa kapal ikan asing.

Kata Kunci: [UU Fishing, PSMA 2009, petugas pemeriksa, pelabuhan perikanan,
pelabuhan umum



SUMMARY

AKHMAD SOLIHIN. Developing Implementer Port Standard of PSMA 2009 in
Indonesia. Supervised by DARMAWAN, MUHAMMAD FEDI ALFIADI
SONDITA, ARI PURBAYANTO.

Illegal, unreported, and unregulated (IUU) Fishing not only threatens
fisheries management and causes fish scarcity but can also threaten the economy of
coastal countries. One of the international legal instruments that is binding in order
to overcome [UU Fishing issues is the Agreement on Port State Measures to
Prevent, Deter, and Eliminate Illegal, Unreported, and Unregulated Fishing (PSMA
2009). The Indonesian Government has ratified PSMA 2009 through Presidential
Regulation (Perpres) No. 43/2016. Ratifying countries are mandated by PSMA
2009 to designate implementing ports, but it does not come together with the
standards of the designated ports. The absence of port standards will affect the
service effectiveness in relation to the prevention, detention, and elimination of [UU
Fishing. Thus, proper standard criteria are needed in order to optimize the main
objectives of PSMA 2009, especially in Indonesia as an archipelagic state with its
fishing port diversity as well as its function differences between public ports and
fishing ports.

This study aims to develop the service standard for PSMA 2009 port
implementation, evaluate the readiness of PSMA 2009 port implementation in
preventing IUU Fishing, and arrange the strategy and recommendation of PSMA
2009 port implementing operationalization. The analysis method used for the first
objective was a content analysis by comparison method. The analysis method used
for the second objective was gap analysis, while the logical framework model was
used to fulfill the third objective.

Analysis results revealed that the standards that must be fulfilled by PSMA
2009 port implementation were (1) application service, including a service officer
in receiving application letter and risk analyst officer, and (2) inspection service,
including a trained officer, authorized officer, English speaking officer,
coordination mechanism among the stakeholders and officer identity. During the
evaluation stage of the implementation of PSMA 2009, PSM had not yet been
conducted by fishing ports. However, they already have structured regulations,
starting from the initial application to enter the port area to inspection and its
reporting mechanism. The implementation of PSMA 2009 can be found at Benoa
Port, which was conducted together with the Port State Control (PSC) legal regime
and the Port State Measures (PSM) legal regime. It means that there was regime
dualism of port state jurisdiction between PSC and PSM in Benoa Public Port.
Meanwhile, in relation to the service readiness of PSMA port implementation, only
Benoa Public Port was supported by the PSM Inspection Team from Pengambengan
Archipelagic Fishing Port, Benoa Marine and Fisheries Resources Surveillance
Base, and Benoa Fish Quarantine and Quality Control Agency which are ready to
implement PSMA 2009 service. The Fishing Port (PPS) of Nizam Zachman,
Bitung, and Bungus is not ready to implement PSMA 2009.

Recommendations offered in order to improve PSMA 2009 service are (1)
short term: (1) establishing the coordination forum of foreign fishing vessels
inspector, and (2) PSC and PSMA harmonization in inspecting foreign fishing



vi

vessels, in the context where the inspection of foreign Fishing vessels at public
ports is concerned, the PSC regime operates in conjunction with the PSMA; and (2)
long-term: (1) equalization of education and training methods regarding foreign
vessels inspection; (2) equalization of legality provision for foreign vessels
inspection officer; (3) equalization of inspection standard; and (4) conducting a
Japanese training course for foreign Fishing vessels inspector.

Key Words: IUU Fishing, PSMA 2009, inspection officer, Fishing port, public port
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